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PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten

Deli Serdang, disebut Penggugat; 

Lawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  Pertama,  tempat

kediaman di Kabupaten Deli Serdang, disebut Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya yang  didaftar  di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk,

tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil  sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  03  Oktober  2006,  Penggugat  dan  Tergugat

telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Kota  Nopan,

Kabupaten  Mandailing  Natal,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta

Nikah Nomor : XX/01/X/2007, tertanggal 04 Oktober 2007;

2. Bahwa setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal

bersama  di  rumah  milik  Penggugat  selama  9  Tahun,  yang  beralamat

sebagaimana alamat Tergugat diatas dan sudah di karuniai 2 orang anak

yang bernama :
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- XX, Perempuan, Lahir pada tanggal 15-07-2007;

- XX, Perempuan, Lahir pada tanggal 15-12-2010;

3. Bahwa sejak awal  tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  dalam  memberikan  nafkah

kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat

memberikan  nafkah  dengan  sesuka  hatinya  saja,  tanpa  memikirkan

apakah cukup atau tidaknya untuk kebutuhan sehari-hari;

- Tergugat  sering  memaki-maki  serta  berkata-kata  kasar  kepada

Penggugat;

- Tergugat meminjam uang yang Penggugat kumpulkan +/-  2 tahun

untuk  biaya  sekolah  anak,  namun uang  yang  dipinjam tersebut  tidak

kunjung dikembalikan;

- Tergugat  meminta modal  usaha kepada Penggugat  agar  Tergugat

bisa berjualan, namun ternyata, anak Penggugat dan Tergugat lah yang

disuruh oleh Tergugat untuk menjaga jualan tersebut;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal

27 Juli 2023, disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan

sifat  dan  sikap  buruk  Tergugat  yang  tidak  kunjung  berubah,  terutama

karena  Tergugat  malas  bekerja  dan  karena  Tergugat  tidak  memberikan

nafkah kepada Penggugat,  sehingga membuat Penggugat tidak sanggup

lagi  untuk  menjalankan  kehidupan  rumah  tangga  dengan  Tergugat,

Penggugat  pergi  meninggalkan  rumah  dan  saat  ini  bertempat  tinggal

sebagaimana  alamat  Penggugat  diatas,  Sedangkan  Tergugat  bertempat

tinggal  sebagaimana alamat  Tergugat  di  atas,  serta  tidak pernah tinggal

satu rumah lagi sampai dengan saat ini;

5. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  memberi  nasehat  untuk

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan

Tergugat  sudah  tidak  mempunyai  itikad  baik  lagi  untuk  menjalankan

kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

sebagai  pemegang  hak  hadhanah  (pemeliharaan)  atas  anak  hasil

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf f  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

c. Menetapkan  Penggugat  sebagai  pemegang  hak  asuh  atas  anak-

anak yang bernama:

- XX, Perempuan, Lahir pada tanggal 15-07-2007;

- XX, Perempuan, Lahir pada tanggal 15-12-2010;

dengan  tetap  memberikan  hak  akses  kepada  Tergugat  untuk

mengunjungi kedua anak tersebut;

d. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
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Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang

menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

datang  dan tidak  menyuruh orang  lain  untuk  menghadap sebagai  wakilnya/

kuasanya  yang  sah  dan  tidak  mengajukan  eksepsi  tentang  kewenangan,

walaupun  menurut  Relaas  Panggilan  Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang

dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut  sebanyak 2 (dua) kali,  serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai

alasan yang sah menurut hukum;  

Bahwa  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  disebabkan  Tergugat  tidak

hadir.  Ketua  Majelis  telah  memberi  nasihat  kepada  Penggugat melalui

kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak

berhasil karena menurut kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap

pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  kemudian  persidangan  dilanjutkan  pada  tahap  pemeriksaan

perkara  dalam  persidangan  yang  tertutup  untuk  umum,  diawali  pembacaan

surat  gugatan  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat  tanpa

perbaikan;

Bahwa  untuk  membuktikan dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/01/X/2007 tanggal 4 Oktober

2007 dari  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kotanopan  Kabupaten

Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Nomor, bermeterai cukup dan

telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/T/Mdn/2009 tanggal 07

Agustus 2009 an. XX, Perempuan,lLahir pada tanggal 15-07-2007, yang

dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan,

bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
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- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/T/Mdn/2011 tanggal 19

Juli  2011  an.  XX,  Perempuan,  lahir  pada  tanggal  15-12-2010,  yang

dikeluarkan  Kepala  Pejabat  Pencatatan  Sipil  Kota  Medan,  bermeterai

cukup, dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. XX,  umur  51  tahun,  agama  Islam,  pendidikan,  SLTA,  pekerjaan

Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Pasar Lama Gg Melati Dusun II

Desa  Lalang  Kecamatan  Sunggal  Kabupaten  Deli  Serdang,  di  bawah

sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan

telah dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  tidak harmonis

lagi,  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  sejak awal

tahun 2020;

- Bahwa  penyebab  pertengkaran  tersebut  disebabkan  masalah

ekonomi. Tergugat tidak cukup memberi nafkah.

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  Juli  2023,  Penggugat  pergi  dari  tempat

bersama;

- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. XX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Limau manis Gg Rejeki Dusun X,

Desa  Tanjung  Morawa  Kecamatan  tanjung  Morawa  kabupaten  Deli

Serdang, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan

telah dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  tidak harmonis

lagi,  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  sejak awal

tahun 2020;

- Bahwa  penyebab  pertengkaran  tersebut  disebabkan  masalah

ekonomi. Tergugat tidak cukup memberi nafkah.
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- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat terjadi lebih kurang 8 (delapan) bulan lalu, Penggugat pergi dari

tempat bersama;

- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama XX, perempuan, Lahir pada tanggal 15-

07-2007  dan   XX,  perempuan,  Lahir  pada  tanggal  15-12-2010, yang

menyatakan bahwa selama Penggugat  dan Tergugat  pisah rumah,keduanya

tinggal  dan  diasuh  dengan  baik  oleh  ibunya  (Penggugat)  dan  sering  juga

bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya. Oleh karena itu untuk selanjutnya

keduanya  memilih  tetap  tinggal  dan  berada  di  bawah  asuhan  ibunya

(Penggugat);

Bahwa Penggugat  telah menyampaikan kesimpulan akhir  secara lisan

yang pada  pokoknya tetap  pada  alasan dan dalil  gugatan Penggugat  serta

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal  yang

tercantum  dalam  Berita  Acara  Sidang  yang  merupakan  bagian  yang  tak

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan

tersebut  telah  disampaikan  secara  resmi  dan  patut  sebagaimana  yang

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa berdasarkan surat  gugatan,  Penggugat  bertempat

tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini

secara relatif  juga merupakan kompetensi  Pengadilan  Agama Lubuk Pakam
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untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009  dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Majelis  telah  berupaya  mendamaikan  pihak

Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  sebagaimana  dikehendaki

oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1975  jo  Pasal  143  Kompilasi  Hukum Islam,  tetapi  tidak  berhasil;  

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  meskipun  telah  dipanggil

secara resmi dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh

karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus

diperiksa  secara  verstek.  Sebagaimana  ketentuan  Pasal  149  RBG  ayat  (1)

RBG dan dalil syar'i : 

Artinya  :  “  Seseorang  yang  dipanggil  Hakim  (Pengadilan)  tidak  datang,  ia

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Qur-an II : 405) ;

        Menimbang  bahwa  sesuai   dengan  Pasal   4 ayat  (1)  Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama

wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam

perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat

tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ; 

       Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk

Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap
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Penggugat  dengan  alasan  Penggugat  dan  Tergugat  terus  menerus  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus  selain  menggugat  cerai,

Penggugat  juga  menuntut  agar  2  orang  anak  Penggugat  dan  Tergugat

ditetapkan di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat; 

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah

memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun

keterangan saksi-saksi ;

Menimbang,  bahwa bukti  tertulis P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan formil,

Kutipan Akta  Nikah merupakan akta  otentik  yang mempunyai  nilai  kekuatan

mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868

KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam

bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum

yang berwenang untuk itu  di  tempat akta itu  dibuat,  dengan demikian telah

terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan

Tergugat  menjadi  pihak-pihak  (subjek  hukum)  yang  berkepentingan  dalam

perkara ini (legitima persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran dari  anak

Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai

akta otentik dan dari  bukti  tersebut  telah terbukti  bahwa anak bernama XX,

perempuan, lahir tanggal 15 Juli  2007 adalah anak kandung dari  Penggugat

dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Kelahiran dari  anak

Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai

akta otentik dan dari  bukti  tersebut  telah terbukti  bahwa anak bernama XX,

Perempuan,  lahir pada tanggal 15 Desember  2010 adalah anak kandung dari

Penggugat dan Tergugat;

 Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  dihadirkan  Penggugat  dalam

persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta  telah

hadir  sendiri  di  persidangan  dan  telah  memberikan  keterangan  di  bawah
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sumpahnya,  oleh  karenanya  telah  memenuhi  ketentuan  formil  sebagaimana

Pasal 172 R.Bg;

 Menimbang,  bahwa  saksi  1,  menerangkan  tentang  dalil-dalil  gugatan

bahwa Penggugat  dan Tergugat  terjadi  perselisihan dan pertengkaran sejak

awal  tahun 2020 mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi

dan telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021;

Menimbang,  bahwa  saksi  2,  menerangkan  bahwa  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  lagi  yang  mengakibatkan

Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung

persesuaian satu sama lain (mutual conformity),  relevan dan sejalan dengan

dalil-dalil  gugatan  Penggugat  serta  didasarkan  atas  hal-hal  yang  diketahui,

dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil  dapat diterima dan

mempunyai  nilai  pembuktian  untuk  menguatkan  dalil  gugatan,  maka

berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-

saksi tersebut dapat diterima sebagai  bukti  dan dijadikan dasar oleh majelis

hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang  bahwa  dari  pembuktian  tersebut  di  atas,  majelis  Hakim

menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah  pada tanggal

03 Oktober 2006

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2020;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat

tidak cukup memberikan nafkah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli

2023, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama;
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- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  dalil-dalil  dan  alasan  gugatan  Penggugat  telah

terbukti  kebenarannya,  dengan  demikian  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta

sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  pecahnya  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  dapat  dilihat  dari  fakta  dimana  Penggugat  telah  berpisah  tempat

tinggal dengan Tergugat kurang lebih 3 tahun, dan tidak ada yang berusaha

untuk  rukun  kembali,  hal  ini  adalah  merupakan  indikasi  bahwa  antara

Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada

lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

 Menimbang,  bahwa  oleh  karena  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  telah  sampai  pada  kondisi  pecah,  maka  dengan  tidak

mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan

pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu  untuk membentuk keluarga atau rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide

Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  )  dan  atau  keluarga  yang

sakinah, penuh mawaddah dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam),

sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam  Al-Quran surat Ar-Rum ayat

21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam  yang  terkandung  dalam Kitab  Fikih  Sunah  Juz  II  halaman  290 yang

diambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut;
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Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang,  bahwa serta sesuai  pula dengan ketentuan hukum Islam

dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, : 

إذاَ إزَوجْإهاَ الزَْوجَْةإ رُغبْةَإ عدَمَُ شْتدَتّْ وإَ طلَقْةًَ القَْاضإى علَيَهْإ طلَقَّ ل

Artinya : Apabila ketidak senangan si  Isteri  kepada suaminya sudah sangat

memuncak,  maka  Hakim  harus  menjatuhkan  talaq  suami  dengan

talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf ( f) Peraturan

Pemerintah Nomor  9  Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu

bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan

diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai

hadhonah/pemeliharaan  atas  kedua  anak  Penggugat  dan  Tergugat,  Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat  yang  bernama

XX,  perempuan, lahir  tanggal  15 Juli  2007 dan XX,  Perempuan,  lahir  pada

tanggal  15 Desember  2010 yang  tinggal  bersamanya  saat  ini  ditetapkan  di

bawah  asuhan  (hadhanah)  Penggugat.  Gugatan  tersebut  menurut  Majelis

Hakim  merupakan  akibat  terjadinya  perceraian  dan  mempunyai  keterkaitan

yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk

menetapkan  dirinya  sebagai  pemegang  hadhanah (pengasuh)  dapat

dipertimbangkan;  
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b serta Pasal 156

huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa  dalam hal terjadinya perceraian

pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih

diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf  b jo.  Pasal 156

huruf  b  Kompilasi  Hukum Islam,  Majelis  Hakim  telah  mendengar  keterangan  anak

Penggugat  dan Tergugat  yang bernama XX  dan XX  berdasarkan keterangannya di

persidangan menyatakan bahwa keduanya memilih untuk tinggal bersama Penggugat

selaku ibunya;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan  tersebut  dan  sesuai  dengan

ketentuan Pasal  105 huruf  b  jo.  Pasal  156 huruf  b Kompilasi  Hukum Islam,  maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama XX dan XX dapat ditetapkan

berada  di  bawah  asuhan  (hadhanah)  Penggugat,  dengan  tetap  memberikan

kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih

sayang kepada anak tersebut.  Hal ini  sesuai pula dengan maksud dalil  fiqih dalam

kitab I`anatuth Thalibin juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut; 

باخر تتزوج لم ما أم التمييز الى يستقل لا من تربية وهى بالحضانة والآولى

Artinya :  Yang  diutamakan  mengurus  anak  yang  belum  mumayyiz ialah ibunya

yang janda ;

Dengan demikian maka petitum poin 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  untuk  maksud  dan  tujuan  mulia  tersebut  maka

kepada  Penggugat  selaku  pemegang  hak  hadhonah  (pemeliharaan)  anak

tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi

Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut

sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai

sebagai  perbuatan yang melawan hak,  dan bilamana Penggugat  melakukan

perbuatan  menghalang-halangi  dan  melarang  tersebut  secara  melawan hak

maka  dapat  menjadi  alasan  bagi  Tergugat  untuk  mengajukan  gugatan

pencabutan  hak  hadhonah  dari  Penggugat,  sesuai  dengan  Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan
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Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai  Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90

Undang-  undang  nomor  7  tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar

semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

4. Menetapkan  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yang  bernama  XX,

perempuan, lahir tanggal 15 Juli 2007 dan XX, Perempuan, lahir tanggal 15

Desember  2010 berada di bawah hadlonah Penggugat dengan kewajiban

Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anaknya;

5. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal  19  Maret  2024 Masehi,  bertepatan

dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai

Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H,

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah

Hasibuan,  S.H.,  M.H  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Perincian Biaya:
1. PNBP Rp  70.000,00
2. Proses Rp  50.000,00

3. Panggilan Rp 600.000,00
 4.

 5.

Meterai

PBT

Rp

Rp

 10.000,00

200.000,00 
      Jumlah            Rp  930.000,00

      (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


